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“Overheidsbeleid” & Asas Materiele Wederrechtelijkheid

“Overheidsbeleid“ & Asas

“Materiele Wederrechtelijkheid” Dalam
Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia®

Indriyanto Sene Adji

Within the implementation of “materiele weder-rech-
telifkheid” principle, some quarrels still take place amaong
the academicians and I enforcers. One of the reasons is
because there is different position taken by the academies
and by the courts-in evaluating the bureaucrats’ actions in
making their “beleid” and executing their discretionary
power, in the white collar crime cases, especially in
corruption cases. In relating to the placement of this
principle in Criminal Code Drafi, it is must be observed that
the implementation: will not be easy. The same condition wilf
also apply to corruption cases. If the principle wants ta be
implemented, it has to be stricter, conditional, according to
situation, and casualties. Discretionary power has also
brought its own problem besides the implementation of the
principle because of its contribution in corruption cases. This
ariicle tries to describe and examine the implementation of
“materiele wederrechtelijkheid” principle, from corruption
perspective in Indonesia.

A. Paradigma Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel
Yang Ekstensif

Perkembangan antara Hukum Administrasi Negara dengan
Hukum Pidana memasuki “grey area” dengan segala teknikalitas
kesulitan dengan proses pemidanaan, bahkan hingga kini

" Astikel ini pernoh dissmpaikan pada Pendidikan Notariat Angkatan XVII/2005,
diseleilggarakan oleh IKADIN di Jakarta pada 28 Maret 2005
Profesor yang dilahitkan pada tahun 1957 ini mempunyai banyak prestasi di
bidang hukum pidana yang digelutinya sejak lulus sebagai sarjana hukum dari Fakultas
Hukum Universitas Indonesia (1982). Sedangkan S2 (1996) dan S-3 (2000) ditempuhinya
pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Kekhususan Sistem Peradilan
Pidana. Sclain sebagai pengajar program Pascasarjana di berbagai Perguruan Tinggi
Negeri atan Swasta, belian juga akiif sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan
lokakatya, seria akiif dalam berbagai akiivitas keilmuan diantaranya sebagai Tim Pakar
;I!E;{,um Pidana Departemen Hukum & HAM, Anggota IKADIN dan Panitia Penyusunan
KUHAP.
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menimbulkan debatabelitas di kalangan ahli hukum pidana. Betapa
tidak, Kepuiusan Pejabat Negara baik dalam rangka “beleid”
(“vrijsbestunr”) maupun “diskresi” (kebijaksanaan- “dis-
cretionary power”) menjadi ajang kajian akademis untuk dijadikan
alasan penolakan maupun justifikasi pemidanaan pada area Hukum
Pidana. Asas perbuatan melawan hukum materiil mengalami
pergeseran yang ekstensif, bahkan pergeseran ini dianggap sebagai
arah destiuksi terhadap asas-asas konvensional dalam Hukum
Pidana. Bahkan secara akademis asas Perbuatan Melawan Hukum
Materiil melalui fungsi positif seringkali diimplementasikan secara
keliru oleh badan peradilan tingkat pertama yang sangat limitatif
pemahamannya, seperti kasus Akbar Tandjung, Syahril Sabirin dan
3 mantan Direkiur Bank Indonesia.

Memang pemahaman yang berkembang dalam praktek
peradilan tidaklah semudah kajian akademik memberikan solusinya.
Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, parameier yang
membatasi gerak bebas kewenangan Aparatur Negara (“dis-
cretionary power”) adalah defournement de povouir (penyalah-
gunazn wewenang) dan abus de droit (sewenang-wenang), sedang-
kan dalam area Hukum Pidana-pun memiliki pula kriteria yang
membaiasi gerak bebas kewenangan Aparatur Negara berupa unsur
“wederrechtelijkheid” dan “menyalahgunakan kewenangan”. Per-
masalahannya adalah manakala Aparatur Negara melakukan
perbuatan yang dianggap menyalahgunakan kewenangan dan mela-
wan hukum, artinya mana yang akan dijadikan wjian bagi penyim-
pangan Aparatur Negara ini, Hukum Administrasi Negara ataukah
Hukum Pidana, khususnya dalam perkara-perkara Tindak Pidana
Korupsi. Pemahaman yang berkaitan dengan penentuan yurisdiksi
inilah yang masih sangat terbatas dalam kehidupan prakiek yudisiil

Adanya sifat perbuatan melawan hukum merupakan istilah dari
“onrechtmatigheid” yang mempunyai kesamaan arti dengan istilah
“wederrechtelijkheid”, bahkan bagi penulis, lebih tepat apabila
dikatakan bahwa pengertian luas dari Yomrechtmatige daad" dalam
bidang hukum perdata mempunyai penerapan pengertian yang sama
dengan pengertian hukum pidana terhadap istilah "materiele
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wederrechtelijkheid”, Istilah "wederrechtelijkheig" dalam beberapa
kepustakaan kadang kala diartikan dengan istilah lain, seperti "tanpa
hak sendiri", "bertentangan dengan hukum Pada umumnya",
"bertentangan dengan hak pribadi seseorang”, "berieniangan dengan
hukum positif" (termasuk Hukum Perdata, Hukum Adminisirasj)
ataupun “"menyalab-gunakan kewenangan" dan lain sebagainya.
Sekarang yang patut dipertanyakan adalah pengertian perbuatan
melawan hukum jtu sendiri. Apakah yang diartikan perbuatan
melawan hukum atau kapankah suatu perbuatan dinyatakan telah
melawan hukum? Perianyaan ini tidak terlepas dari jawaban atas
perbuatan melawan hukum yang “formil” maupun "materiil”,
sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Bambang Poernome, SH ¢

Bagi penulis, perbuatan melawan hukum secara formil iebih
dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan yang tertulis, sedangkan suatu perbuatan dikatakan telah
memenuhi unsur melawan hukum secara materil, apabila perbuatan
it merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim
atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain,
setiap perbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh
masyarakai merupakan perbuatan melawen hukum secara materil.
Bagi orang Indonesia belum pemah pada saat babwa hukum dan
undang-undang dipandang sama.2 Pandangan ini scbenarnya
merupakan reaksi atas pendapat yang menyatakan babwa hukum
adalah undang-undang 3

Adanya pengakuan fungsi negatif dari perbuatan melawan
hukum secara materil juga dikemukaan oleh Prof. Mr. Vos dan
Prof. Mr. Hulsman (diikuti oleh Jonkers dan Langemeyer) yang

! Bambang Poctnomo, Asas-Asas Hukurm Pidana, Terbitan Kelima, Jakarta : Ghalia,
1985, hal 117. .

Menurut Prof. Bambang Poemomo bahwa diterimanya pandangan “materiele
wederrechtelifheid” di dalam prakick bukum berarti: a) diterimanya  "extensieve
interpretatie” dan b) diterimanya pengaruh ke dalam hukum pidana yang berasal dari asas
onrechtmatige daad (Pasal 1365 BW), vaitu perbuaten yang sidak patut  menurui
pandangan pergaulan masyarakat.

* Mocljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-1, Jakaria: Bina Aksara, 1937,
hal 133.

? Ibid, hat 133,
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menyatakan bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang
mencocoki larangan Undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi
mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja,
karena di samping undang-undang (tertulis), ada pula hukum yang
tidak tertulis, yaitu norma-porma atau kenyataan-kenyaiaan yang
berlaku dalam masyarakat, meskipun Hulsman tidak secara nyata-
nyata menyatakan hal tersebut sebagai hukum tidak tertulis sebagai
salah satu ciri dari pengertian perbuatan melawan hukum secara
materil.4 Diakuinya pula pandangan itu oleh Prof. Mr. Hazewinkel
Suringa dan Pref. Mr. Remmelink yang tclah mengadakan
pemisahan aotara alasan pembenar dan alasan pemaaf dengan
mengkaitkannya dengan suatu asas baru "Tiada Hukuman Tanpa
Adanya Melawan Hukum Secara Materiil."

Pandangan-pandangan di atas sebepammya suatu pendapat yang
datangnya dari pandangan materil, dengan maksud memberikan
suatu identifikasi atas reaksi dari pandangan formil yang
dikemukakan oleh Pref. Mr Simeows. Simons inilah yang
berpandangan formil bahwa hukum adalah undang-undang’
Pandangan ini terletak pada segi formil suatu rumusan delik yang
terdapat dalam suatu wer saja, tanpa memberikan suatu
pengecualian apapun. Namun demikian, ternyata seolah-olah
pendapat ini menimbulkan keragu-raguan bagi Simons itu sendiri 6
Bagaimana halnya dengan suatu perkecualian yang tidak terdapat

* Oemar Seno Adji (c), Peradilan Bebas Negara Hukum. Cetakan Kedua, Jakarta:
Penerbit Erlangga, 1985. hal 236 .

* D. Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerbock Van Het Nederlanches
Strafirecht), diterjemahkan olch P.AF. Lamintang, Bandung : Pionir Jaya, 1992 . hal 282 .

¢ Moeljatno, Op.Cit, hal 133 .

Prof. D. Simons menegaskan bahwa mengenai persoalan tentang apa yang dapat
berlakn dalam hukum positif dan sampai scberapa jauh dalam hal ini orang dapat
mempergunakan peraturan-peraturan tidak tertulis, hal mana tidak akan dibicarakan disini,
kecuali harus diperhatikan bahwa dasar-dasar yang telah ditciapkan didalam undang
“{"daﬂg itu haruslah dipandang sebagai telah ditetapkan secara limitatif. Disini, Prof. D.
Simons bermaksud menokk ajaran perbuatan melawan hukum materil secara tegas, karena
dipandangnya adanya suatu pengecuatian terhadap tiada sifat melawan hukum materil dari
petbuatan pelaku haruslah tetap pada ketentuan undang undang saja, bukan dari ketentuan
hukum yang tidak tertulis.
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pengaturannnya dalam undang-undang, sedangkan perbuatannya
telah memenuhi rumusan deliknya?

Pandangan formil dari Simons ini belumiah dapat menjawab
aias pertanyaan tersebut di atas, karepa pandangan Simons hanya
berlaku pada suatu perkecualian yang terbatas dan diatur dalam
suatu undang-undang (teriulis) saja, tanpa melihat adanya
kemungkinan suatu perkecualian yang terdapat dalam aturan hukum
yang tidak tertulis .

Pandangan materil telah mengembangkan pendapat, bahwa
meskipun suatu perbuatan telah cocok dengan perumusan deliknya,
maka tidak selalu si pelaku dapat dibukum apabila memang benar
adanya suatm perkecualian berdasarkan aturan-aturan hukum tidak
teriulis. Pandangan materil ini dikemukakan oleh Prof. Mir. CH. J.
Epschede dan Prof. Mr. A. Heijder maupun Pref. Mr. M.L. HC.
Hulsman dengan mengajukan suatu kasus yang sangat terkenal
dengan scbutan Arrest Dokter Hewan berdasarkan puiusan Hoge
Raad tanggal 20 Pebruari 19337

Prof. Mr. J. Remmelink yang semula memiliki keberatan
_pandangan mengenai ketiadaan unsur melawan hukum materiil
scbagai  alasan  peniadean  pidana (negative  materiele
weterrechtelijk), akbimnya memahami adanya pengakuan asas ini,
ketika J. Remmelink memberikan pandangannya terhadap kasus
Euthanasia berdasarkan putusan Hoge Raad N.J. 1994, 656, tanggal
21 Juni 1994: “Hoge Raad menerima kemungkinan ini dalam kasus
seorang psikiater, Chabot, yang menangani seorang perempuan yang
tenggelam dalam depresi tanpa citi psikosa, dpl, tenggelam dalam
rasa  duka berkepanjangan (kehidupan perkawinan yang
menyengsarakan anak laki-laki yang bunuh diri, perceraian, matinya
anak laki-laki lain karena kanker, percobaan bunuh diri yang gagal)
kemudian memutuskan memberikan bantuan dalam upaya bunuh

" CH. J. Enschede & A. Heijder, Asas-Asas Hukum Pidana (Beginsclen Van
Strafrechi), diterjemahkan oleh R. Achmad Socma Dipradja, Bandung: Alumni, 1982, hal
251-255.

L.H.C. Hulsman, Sistem Peraditan Pidana: Datam Perspekeif Perbandingan Hukum
(The Duich Criminal Justice: Sisiemm From A Comparative Legal Perspective).
diterjemabkam oleh Scedjono Dirdjosisworo, Jakarta: CV Radjawali. 1984, hal 117 -
1i8.
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diri yang kedua kalinya (menyediakan sarana dan lain-lain). Kendati
demikian, banyak yang berpendapat bahwa Hoge Raad dalam kasus
ini telab melangkah terlalo jauh”. Pada akhimiya J. Remmelink
menyatakan bahwa adalah: terlalu jaubh untuk masih berbicara
tentang euthanasia sebagai penghilangan nyawa orang lain yang
tidak dibenarkan™.®

Dengan alasan tersebut, sebagian besar pihak, baik para ahli
bukum pidana dari kalangan akademisi maupun prakiisi, hingga kini
mengharapkan agar ajaran perbuatan melawan huum materil tidak
dapat dipergunakan dalam fungsi positifuya, artinya apabila
perbuatan dari pelaku ternyata tidak memenuhi rumusan deliknya
atau tidak ada pelanggaran terhadap peraturan tertulisnya ataupun
bila perbuatannya tidak ada pengaturannya dalam undang-undang,
schingga formil perbuatannya adalah tidak "wederrechtelijk",
meskipun maieril perbuatannya adalah melawan hukum atau
dipandang tercela, maka terhadap pelaku tidak dapat dikenakan atau
dijatubkan pidana mengingat berlakunya asas legaliias tersebui.
Sebagai conioh adanya sifat melawan hukum materil dari segi
negatif adalah . perbuatan dari petugas keschatan yang
mempertunjukkan atau menyebarluaskan alat-alat pencegahan
kehamilan. Perbuatan itu jelas masih merupakan kejahatan yang
diatur dalam undang-undang (perhatikan Pasal 283 ayat 1 KUHP),
sehingga perbuatannya adalah formil melawan hukum, akan tetapi
dengan diterimanya Program Keluarga Berencana secara Nasional,
maka hilang pulalah sifat melawan hukum materil dari
perbuatannya. Adanya contoh sehari-hari terhadap penerapan sifat
melawan hukum materiel dalam fungsi positif, misalnya dengan
"kumpul kebo" di antara pria dan wanita dewasa yang belum terikat
perkawinan merupakan perbuatan tercela menurut pandangan
masyarakat (perbuatan itu adalah materil “wederrechtelijk” atau
melawan hukum), pamun jelas perbuatan itm tidak ada
pengaturannya dalam undang-undang (KUHP), jadi formil

® Jan Remmelink. Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari
KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia. Jokarta: Penerbit PT Gramdeia
Pustaka Utama, 2003, hal. 274-276.
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perbuatan tidak melawan hukum, sehingga bagi pelaku itu tidak
dapat dikenakan sanksi pidana atas dasar asas legalitas.

B. Pendekatan ferhadap Keberadaan Fungsi Positif dari
Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Materiel

Pada umumnya "strafbaar feit" ("delict”) atau tindak pidana
perumusaonya adalah sebagai perbuatan seseorang yang diancam
pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapatnya suatu
kesalahan dao bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya. Berkaitan dengan strafbaar feit atau delict, Pref.
Jonkers dan Prof, Utrecht memandang rumusan dari Simons
merupakan Tumusan yang lengkap, yang meliputt, yaitu suatu
perbuaian yang diancam pidana oleh hukum, bertentangan dengan
hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dipandang
bertanggung jawab atas perbuatannya.’

Memang ada 2 (dua) pendapai golongan penulis mengenai
pengertian strafbaar feit atau delict, yang satu (aliran MOnoistis)
merupuskan pengertian delik (tindak pidana) itu sebagai sam
kesatuan seperti tciah disebut di atas, sedangkan penulis lainnya
(sebagai aliran dualistis: Moeljaino, Roeslan Saleh, dan A.Z.
Abidin) lebih memisabkan antara perbuatan yang dilarang undang-
undang dan diancam pidana ("actus reus™) sebagai bagian yang
berdiri sendiri dengan pertanggungjawaban ("mens rea") di bagian
lain, dengan demikian penulis terakhir atau alian dualistis
memisabkan secara tegas antara actus reus dengan mens rea, hal ini
disebabkan pengarubnya dari Pref. Clark Marshall, sebagaimana
dikatakan oleh Pref. Br. Andi Hamzah, SH yang memberi batas
terhadap perumusan delik ("crime”), yaitu:*

"A crime is any act or ommision prokibited by law for the protection of the

public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own

name. It is a public wrong as distinguished from a mere private wrong or
civil infury to an individual”.

? Andi Hamzab, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: Bina Cipta,
1991, hal 66:
19 fbid, hal 67 .
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Pengaruh aliran dualistis ini jelas telab memisabkan antara
actus reus dengan mens rea. Meskipun terdapat 2 aliran yang
berbeda mengenai pengertian strafbaar feit, namun rasanya bagi
penulis tidaklah mempermasalabkan perbedaan itu, tetapi bahwa
actus reus ini mensyaratkan adanya sifat melawan hukum dari suatu
perbuatan (wederrechtelijkheid) lebih menjadi pusat perhatian
penulis. Dengan persyaratan adanya perbuatan pelaku yang
memenuhi rumusan delik atau tindak pidana inilah yang dinamakan
dengan perbuatan melawan hukum. Pertanyaan yang kemudian
muncul adalah kapankah suatu perbuatan dari pelaku dikatakan
sebagai melawan hukum? Untuk menjawab perianyaan ini, hukum
pidana melihatnya menjadi dua (2) pendapat .

Apabila berbicara tentang "melawan hukum", jika sesuatu
tindakan memenuhi syarat-syarat uraian delik. Jika hal itu terjadi,
kita berurusan dengan definisi melawan hukum. Di sini pengertian
"melawan hukum" dianggap sebagai suatu bentuk atan "formil".
Pengertian terhadap perbuatan melawan hukum formil dikemukakan
olch Simons yang secara tegas menyatakan bahwa untuk dapat
dipidana suatu perbuatan harus jelas terungkap dalam wraian isi
delik atan tindak pidana dalam aturan-aturan uadang-undang pidana
yang sah. Sedangkan, dari segi isinya, perbuatan melawan hukum
materil ini meliputi perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar
nilai atau norma, kelaziman yang hidup dalam masyarakat, sehingga
berlaku pula terthadap pelanggaran terbadap bukum yang tidak
tertulis. Sebagian besar ahli hukum pidana berpendapat bahwa
ajaran perbuatan melawan hukum materil harus digunakan secara
negafif yang berkaitan dengan dasar-dasar penghapusan pidana yang
berada di luar vndang-undang.

Pandangan Pref. Ves yang dianggap paling mudah dimengerti
tentang perbuatan melawan hukum, karena dikaiakan bahwa
Jormele wederrechtelijikheid adalah perbuatan yang bertentangan
dengan hukum positif (ieriulis), sedangkan materieie
wederrechtelijiheid adalah perbuatan yang bertentangan dengan
asas-asas umum/porma hukum tidak fertulis", sedangkan yang

1 Paernome, Op.Cit, hal 115 .
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dinamakan kedudukan norma-norma hukum di fuar llndang-undang
ini ada dua pandangan, yaitu:?
1. bahwa hakim harus melaksanakan undang-undang, kecual;

dan apabila tidak ada ketegasan demikian terhadap hal-hal bary
yang timbul kemudisn sebagai perubahan hukum harus
ditempuh jalan dengan memperbaharui dengan undang-undang
baru .

2. bahwa hakim pada wakiu menjalankan tugas untuk keadilap,
tidak hanya mempertimbangkan aturan undang-undang, akan
tetapi dapat menjalaokan asas hukum tidak tertulis yang
menjadi dasar isi keputusannya meskipun hal itu tidak dengan
tegas tercantum dalam undang-undang .

Asalkan untuk mencapai tujuan keadilan hukum, lanjut
Bambang Poemomo, kiranya pandangan yang kedua dapat
dibenarkan. Di dalam prakick hukum dan yurisprudensi telah
ditunjukkan kenyataan bahwa pandangan kedua dapat diikuti. Hal
ini sesuai dengan tugas hakim yang memberikan putusan dengan
cara menemukan hukumnya (rechtsvinding) dan keadilan yang
dikebendaki kadang-kadang hanya tersedia undang-undang yang
tidak sempuma, maka hakim bethak meiaksanakan cita-cita
keadilan itu dengan mempertimbangkan asas-asas umum yang
terdapat di dalam hukum tidak tertulis. Pandangan yang demikian
ini juga berlaku di dalam hukum pidana.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh kebanyakan ahli hukum
pidana, bahwa penerapan ajaran perbuatan melawan hukum materiil
harus mempunyai batas-batasnya, artinya diterapkannya ajaran ini
hanyalah dalam mempergunakan sebagai  alasan Yang meng-

mengingat adanya pembatasan yang ketat melalui asas legalitas
dalam ilmu hukum pidana.

"2 thid hal 85 .
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Asas Legalitas ("Principle of Legality™) yang dapat
disimpulkan melalui Pasal 1 ayat 1 KUHP mempunyai makna
"Nulfum Delictum, Noella Poena Sine Praevia Lega Poenali”
(Tiada Delik, Tiada Pidana Tanpa Peraturan vang Mengancam
Pidana Lebih Dulu), schingga secara a contrario meskipun apabila
perbuatan pelaku adalah “materiele wederrechtelijk" namun terbukti
perbuatannya “formele"” tidak "wederrechtelijk” dengan alasan
tiadanya peraturan yang mempunyai sangsi pidana yang mengatur
perbuatannya, maka terhadap pelakimya tidak dapat dipidana. Itulah
salah satu alasan utama dihindarinya penerapan ajaran "materiele
wederrechtelijkheid” dengan fungsi positif, karena penerapannya
yang demikian itu akan dianggap melanggar asas legalitas dalam
hukum pidana Indonesia, sehingga apabila tetap dipidananya pelaku
tethadap perbuatan yang “materiele wederrechtelijk” meskipun
"“formeele" perbuatannya tidak "wederrechtelijk”, lanjut Vos,”
adalah jelas hakim telah melakukan penerapan analogi yang tidak
sejalan dengan asas legalitas."”

Dalam prakiek perkembangan hukum pidana, terdapat
perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas
dasar alasan pembenaran yang tidak mungkin ditemukan dalam UU
(tertulis) yang ada, schingga perbuatan-perbuatan itu tidak

" Poemomo, Op.Cit, hal 118 .

' Bemmelen, Op. Cit, hal 49 .

Asas Legalitas dalam KUHP Indomesia (yang berasal dari WvS. Ned) ini
sebenarnya merupakan peraturan yang tercantum dalamn Peclaration Des Proits De
L'Homme Et Du Citoyen tahun 1789, yang berbunyi: "Tidak ada orang yang dapat
dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudeh ada sebelumnya®.

Pandangan ini dibawa oleh Lafayette dari Amerika ke Perancis sctelah ia membaea dan
mempelajari Bilf of Rights Virginia tahun 1776 (Bill of Rights = Piagam Hak Asasi
Manusia).

Dalam Bill of Rights hanya ditentukan, bahwa tidak ada orang yarg beleh dituntui
atau ditangkap selain dengan dan dalam peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-
undang. Jadi asas ini memberikan perlindungan terhadap tuntutan dam penangkapan
sewenang-wenang. Asas ini berasal dari Habeas Corpus Act tahun 1679 (UU. Inggeris
yang menctapkan bahwa seseorang yang ditangkap harus diperiksa dalam wakiu singkat),
yang pada gilirannya berasal dati Pasaf 39 Magna Charta ahun 1215, yang memberikan
perlindungan tethadap penangkapan, penshanan, penyitaan, pembuangan, dikeluarkannya
seseorang dari perlindungan hukum atau undang-undang (vogelvrij), sclain dari jika
dijatuhkan putusan pengadilan yang sah olch "orang-orang yang sederajat” dari orang yang
bebas dituniut itu .
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mempunyai kekuatan hukum seperti dasar penghapusan pidana yang

anfara lain disebutkan dalam Buku I Bab Il KUHP, Alasan-alasan

penghapus pidana di luar undeng-undang ini diterima oleh hakim
berdasarkan ungkapan kasus di pengadilan maupun pandangan ahli
hukum pidana (dokirin) yang terus berkembang, berupa:

1. Tuchtrecht, yaitu hak mengawasi dan mendidik dari orang tua,

wali, guru terhadap anak-anak mereka dan murid-muridaya di
mana dalam batas-batas tertentu berhak merampas kebebasan
anak-anak yang belum dewasa atan murid-muridnya.
Misalnya: orang tua melarang anak-anaknya untuk menonton
televisi sebelum pekerjaan rumahnya selesai. Jadi, ini bukaniah
perampasan kebebasan secarza melawan  hukum. Begitu
mepghukum anak-anak dengan memukul dalam keadaan
tertentu dan untuk dilakukan secara mendidik tidak merupakan
penganiayaan. Hoge Raad, berkaitan dengan pengertian
"penganiayaan”, menyatakan bahwa “"pada hakekatnya
penganiayaan ..., termasuk bahwa melukai atau menyakiti anak
ini menjadi tujuan dan tidak menjadi sarana untuk mencapai
suatu tujuan yang diizinkan, dan dengan demikian jika terpaksa
orang tua atau para guru dapat mempertimbangkan untuk
mendera seoreng anak secara ferbatas,” sehingga seorang guru
yang memukul seorang anak dengan sepatu kayu atau memukul
muka seorang muridnya karena si murid tidek mau menerima
pendidikan secara ketat sampai sebegitu jauh dari gurunya
adalah perbuatan yang melampaui baias syarat-syarat yang
ditentukan dari "jika terpaksa” dan "penderaan secara terbatas” .

2. Beroeprecht, yaitu hak jabatan para dokier (juru obat, bidan)
yang misalnya melakukan operasi dengan melakukan
pembedaban tidak dapat dipidana atas dasar Pasal 351 atau
Pasal 354 KUHP atau seperti Veearst Arrest di Belanda .

Dalam rangkuman disertasi doktoralnya, Komariah Emong
Sapardjaja telah memisabkan aniara Medische Exeptie dengan
Beroeprecht. Sebenarnya, bagi penulis, medische exeptie ini
sudah merupakan hak jabaian dari dokter (beroeprecht) karena

1> Bemmelen, Op.Cit, hal 201 .
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pengecualian aias dasar alasan medis merupakan kewenangan
yang melekai pada jabatan medis (dokter/juru obat/bidan).
Sebagai contoh adalah pasal 351 - pasal 354 KUHP di atas di
mana perbuaian pelaku (dokier) hilang sifat melawan hukumnya
atas dasar jabatan/profesinya untuk melakukan pembedahan
pasien ataupun misalnya “abortus provocatys therapeauticus"”
sebagai alasan medis untuk melakukan abortus yang bukan atas
dasar alasan ekonomi-sosial .

3. Teestemming (perseiujuan antara pihak), yaitu ijin dari orang
yang merasa dirugikan akan hilang sifat melawan hukumnya.
Misalnya Pasal 351 - Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan .
Dalam bidang olah raga tinju, ijin dari pihak-pihak ini
merupakan alasan pembenar yang menghapuskan tindak pidana
penganiayaan, begiin pula halnya dengan perusakan barang
pada Pasal 406 KUHP. Pemilik bengkel yang memperbaiki
(diketok bodi mobilnya) mobil seseorang aias ijin pemilik
mobilnya tidaklah dapat dipidana atas dasar Pasal 406 KUHP.

Melihat prakiek perkembangan yurisprudensi perkara-perkara
pidana maupun dokirin di Belanda, hilangnya sifat melawan hukum
dari suatu perbuatan melawan hukum dapat dibenarkan berdasarkan
alasan-alasan penghapus/peniadaan pidana di luar undang-undang,
meskipun pengecualian ini memiliki kriteria yang bernuansa
restrikiif dan limitatif sifataya. Seperti pernah dikemukakan
sebelumnya bahwa sebagian besar pendapat ahli hukum pidana
menghendaki agar penerapan ajaran perbuatan melawan hukum
materil ini hanyalah dalam kaitan dengan alasan penghapusan
pidana di luar undang-undang, bukan dipergunakan dalam rangka
suatu tujuan pemidanaan, sehingga masih terbatas pada fungsi
negatifnya.

Apabila kita menengok yurisprudensi klasik dari kasus tindak
pidana korupsi k. Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja melalui
putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Maret 1977 No. 81
K/K1/1973, maka salah satu pertimbangan Mahkamah Agung untuk
meniadakan sifat melawan hukum materil walaupun formil
perbuatannya adalah "wederrechtelijk" adalah kesamaan dengan
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persyaratan yang dikemukakan oleh J.M. Vanp Bemmelen yang
melihat keuntungan yang jauh lebih cukup seimbang antara
perbuatan pelaku yang memenuhi rumusan delik dengan kerugian
sebagai akibat adanya pelanggaran delik oleh pelaku, sehingga
perbuatan pelaku temyata tidak untuk menguniungkan diri sendiri,
kepentingan umum terlayani dan negara tidak dirugikan (karena
persyaraian tersebut di atas) .

Dalam suatu disertasi doktoral di Universitas Pajajaran
Baodung pada 22 Maret 1994, Prof. Dr. Kemariah Emong
Sapardjaja, SH memberikan kriteria, yang menurut pendapat
penulis, sebagai gabungan antara pendapat Prof. Mr. Langemeyer
dan  Prof. Mr. J.M. Van Bemmelen seria putusan Mahkamah
Agung di atas, untuk meneiapkan hilangnya sifat melawan hukum
materil, yaitu harus dilihat apakah perbuatan terdakwa:"

l. mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap
kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat
undang undang;

2. melindungi suvatu kepentingan hukum yang lebih tinggi
dibandingkan dengan kepentingan hukum yvang dituju oleh
perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;

3. mempunyai nilai yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat
dibandingkan dengan kepentingan diri sendir] .

Persyaratan-persyaratan di  atas adalah  kriteria uniuk
menentukan hilangnya sifat melawan hukum materiil yang meimang
diutarakan secara ketat melalui yurisprudensi maupun dokirin,
sedangkan hingga kini sangatlah dihindari untuk menerapkan fungsi
positif dari sifat melawan hukum materiil. Dokirin menegaskan
bahwa penggunaan ajaran perbuatan melawan hukum materiil
hanyalah dalam kaitan alasan-alasan untuk menghapuskan tindak
pidana (di luar undang-undang), sehingga harus dipergunakan

' Komariah Emong Sapardjaja, Ringkasan Disertasi “4jaran Sifat Melawan
Hukum Materiel dalam Hubum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan
Perkembangannya dalam Yurisprudensi),” di Universitas Pajajaran Bandung tanggal 22
Maret 1994 .
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melalui fungsi negatifnya dan itu pun dengan segala persyaratan
ketat seperti dikemukakan di atas, dengan demikian sangat dihindari
penggunaan fungsi positif untuk menjatubkan pidana pada diri
pelaku, karena hal itu dikhawatirkan menimbulkan pelanggaran
terhadap asas legalitas.

Pesatnya perkembangan dan globalisasi dalam bidang ekonomi
yang mempunyai dampak bermunculannya kejahatan-kejahatan baru
dalam bidang ekonomi, dengan demikian terjadi suatu gejala baru
tipologi kejahatan yang tidak saja meliputi negara-negara industri,
tetapi juga negara dunia ketiga atan negara berkembang seperti
halnya Indonesia ini. Apabila pendapat lama selalu beranjak pada
peningkatan kuantitas kejahatan karena tingkat pembangunan
perekonomian yang sangat rendah, maka tipologi dimensi kejahatan
yang baru sekarang imi justru timbulnya pada saat atau pasca
perkembangan ekonomi yang meningkat dari suatu negara .

Pernyaiaan ini terbukti dengan diadoptirnya Guiding Principles
Jor Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of
Development and a New International Economic Order pada
Konggres PBB ke VII tenmiang Pencegahan Kejahatan dan
Pembinaan Pelaku (Tindak Pidana) di Milan, Italia (1985).
Disebutkan dalam Kongres itu agar perlu waspada terhadap indusiri

crimes dan economic crimes, yang dinyatakan sebagai berikut:

"The law governing the functioning of business enterprises should be
reviewed and strengthened as necessary to ensure their effectiveness for
preventing, investigating and prosecuting economic crime. In addition,
consideration should be given to having complex cases of economic crime
heard by judges familiar with accounting and other business procedures.
Adequate training should also provided to officials and agencies
responsible for the prevention, irvestigation and prosecution of economic
crimes."”

Dalam Kongres PBB di Milan itu, telah dibicarakan beberapa
jenis kejahatan dalam tema "dimensi baru kejahatan dalam konteks
pembangunan”. Seperti penulis kemukakan di atas, berbeda dengan
pendapat lama (pendekatan dalam hubungan negatif) yang melihat

' Muladi & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hiukum Pidana, Cetakan I,
Bandung: Alumni, 1992, hal 7-8.
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kejahatan sebagai salah satu akibat darj buruknya ekonomj (yang
berarti pula bahwa bilamana keadaan ekonomi membaik, kejahatan
akan menurun), maka pendekatan dengan hubungan positif melihag
bahwa gejala kriminalitas ini merupakan pula suatn kelanjutan darj
kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, bahkan menurut  Prof.
Mardjono Reksedipuiro, SH, MA kejahatan kenvensional lain
yang juga sangat menggangu ekonomi nasional adalah korupsi yang
dilakukan oleh pejabai-pejabat pemenintah  dengan menyalah-
gunakan kedudukan mereka, Kerugian yang diderita masyarakat
jangan hanya dilihat dari sudut ekonomi saja, karena kerugian yang
jauh lebih besar adalah hilangnya kepercayaan masyarakat pada
pemerintahan negara .

Pengertian korupsi jangan diasosiasikan dengan penggelapan
keuangan negara; tidak kalah jahataya adalah penyuapan ("bribery")
dan penerimaan komisi secara tidak sah ("kickbacks"). Kegiatan
semacam ini juga dilakukan oleh pibak swasta dan karena itu kita
dapat membedakan aniara "bureaucratic corruption"” dan "private
corruption.” Apa yang menyamakan kedua Jenis korupsi ini dan
Jjuga kejahatan ekonomi adalah bahwa para pelakunya adalah para
pemegang "kuasa” dalam masyarakat, baik kuasa pemerintahan
("public power"y mavpun "kuasa ekonomi" (“ecoromic power"),
Karena kuasa ini pada dasamya dipegang atan diperolehnya atas
dasar kepercayaan masyarakat, maka penyalahgunaan ("abuse of

power") ini mempunyai dampak yang fuas.”

'® Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan,
Buku Kesatu, Cetakan Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
(d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994, Hal 42 - 43,

Uraian yang dikemukakan oleh Prof Mardjono Reksediputro, S.1., M.A., melihat
bahwa "z new dimension of criminality is the very substantial increase in the financial
volume of certain conventional economic crimes”, seperii: pelanggaran hukum pajak,
transfer modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, pemalsuan invoice,
penyelundupan dan fain-lain yang semuanya ini mempunyai dampak sangat negatif pada
perekonomian negara dan masyarakai dalam skala yang tidak sedikii datam kuantitas dan
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Bahkan, jauh sebelumnya, dalam swatu Konggres PBB VI
tentang The Prevention Crime and The Treatment of Offenders di
Caracas, Venczuela 1980, hal tersebut telah mendapat perhatiannya
baik pengaruh dan dampak negatif dari kejahatan ekonomi (pula:
korupsi), maka wajar pulalah upaya perhatian dipusatkan pada
penanggulangannya. Adanya kejahatan dengan dimensi baru dalam
konicks pembangunan ini, seperti dikemukakan oleh Barda Nawawi
Axief termasuk bentuk-bentuk kejahatan yang sulit dijangkau oleh
hukum ("offences beyond the reach of the law'), antara lain:
pelanggaran/penghindaran  pajak (tax evasion), penipuan/kecu-
rangan di bidang perkreditan dan bea cukai (credit and custom
Jraud), penggelapan dana-dana masyarakat (embezziement of puiblic
funds), penyelewengan/penyalahgunaan dana-dana masyarakat
(misapropriation of public funds), pelanggaran tethadap peraturan-
peraturan keuangan (violation of currency regulatior), spekulasi
dan penipuan dalam transaksi tanah (speculation and swindling in
land transactions), penyelundupan (smuggling), delik-delik
lingkungan (enviromental offences), menaikkan harga (over-
pricing), melebihi faktur (over-invoicing), eksploitasi tenaga kerja
(fabour exploitation), penipuan konsumen (consumer fraud),
mengekspor dan mengimpor barang-barang di bawah standar dan
bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan (expor and impor
of substandard and ever dangerously unsafe products).”

Menurut Prof. Dr. Loebby Legman, SH meskipun tidak
dinyatakan secara eksplisit, bagi kemudahan suatu proses
pembukiian (yang tidak saja dibukiikan bahwa perbuatan itu telah
melawan hukum formil, tetapi juga harus dibuktikan sifat melawan
hukum materilnya) suatu perbuatan tercela patut dikenakan atan
dijatubi pidana, meskipun perbuatan pelaku tidak melawan hukum
secara formil, apalagi bila dikaitkan dengan contoh penegasan
beliau sebagai berikut:»

' Muladi & Aricf, Op. Cit, hal 151 .

® fbid, hal 241 .

Pada suatu saat konsuitasi penulisan disertasi ini, Prof. Dr. Loebby Logman, S.H.
memberikan 3 (tiga) aspek mendasar dari sifai melawan hukum materil, apabila penulis
bermaksud mengkaitkan dengan fumgsi positif, yaitm (1) perlunya melakukan tinjanan
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"Dalam kehidupan sehari-hari seringkali terjadi seseorang tidak terbuksi
telah melakukan kejahatan itu, sehingga dari semula sudah harus dibebaskan,
Seorang pejabai yang kebetnlan mempunyai wewenang untuk melakukan
pembelian bagi keperivan kantornya, ternyata membeli barang-barang
tersebut dari perusahaan yang sengaja didirikan oleh istrinya dengan harga
yang lebih tinggi dari harga di pasar bebas, bukan merupakan kejahatan.
Pada undang-undang korupsi yang terdahuiu, hal demikian bukaniah
dianggap sebagai perbuatan korupsi.

Demikian pula dengan memberikan komisi bukanlah merupakan kejahatan
sehingga sulit menuduh mereka telah melakukan tindak pidana korupsi
karena pemberian komisi meskipun telah merugikan keuangan negara,
bukanlah merupakan salah saim jenis kejahatan yang teriera di dalam
ketentuan perundang-undangan positif di Indonesia."

Pada aspek lainnya, Rancangan KUHP Nasional pun
sebenarnya telah membuka kemungkinan adanya suatu pergeseran
terhadap penerapan ajaran perbuatan melawan hukum materil dalam
kontekstual positifnya, sewaktu Pasal 18 menyatakan:™

"Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak

dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal

tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya
hakim sejauh mungkin menguiamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Penjelasan atas pasal 18 Rancangan KUHP ini adalah:™
Keteniuan di atas ini berupa penegasan lebih jauh atas pikiran yamg
terkandung dalamn Pasal 15 dan Pasal 17. Tindakan hakim menurut Pasal 17
adalah lanjutan dari tindakan penuniut umum berdasarkan Pasal 15.
Schubungan dengan itu, dalam Pasal 18 ditetapkan suatu pedoman: bilamana
keadilan kepastian hukum saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-

kembali pada sejarah pencmpatan ajaran perbuatan melawan hukum materit (dalam arti
luas) vang mencakup perbuatan yang dianggap masyarakat sebagai tercela adalah dalam
rangka mempermudah proses pembukiian di persidangan, (2) penempatan ajaran perbuatan
melawan hukum materiil dalam Rancangan KUHP Nasional, khususnya dalam kaitannya
dengan delik adat, yaitu Pasal 1 ayat 3, seria penempatan Pasal 18 Rancangan KUHP, (3)
agar pula diperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia dalam kasus
kontroversial dari Drs. Natalegawa (anggauta Direksi Bank Bumi Daya) yang berkaitan
dengan kasus Endang Wijaya (alias A Tjay), yang menurut Dr. Komariah Emong
Sapardjaja, S.H., telah bergeser sebagai perbuatan melawan hukum materil dengan fungsi
positif .

?! Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 . Rancangan Kitab Undang- undang
Hukwm Pidana: Bulu Kesatu, Butu Kedua & Penjelasannya . Discmpumakan oleh Tim
Kecil sampai 13 Maret 1993.

2 Ibid.
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kejadian nyata, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan
diatas kepastian hukwm.

Keadilan dan kepastian hukum adalah dua ftujuan hukum yang kerapkali
tidak sejalan dan sulit dihindarkan dalam prakick hukwna. Makin banyak
peraturan hukum memenuhi tuntutan kepastian hukum, semakin tajam dan
ketat perumusan peraturan hukum itu, schingga akan semakin besar puia
kemungkinan keadilan terdesak.

Ketidaksempurnaan peraturan hukum dalam prakick dapat diatasi dengan
jalan memberikan wewenang tafsiran atas peraturan hukum kepada hakim
dalam penerapan peraturan hukum pada kejadian-kejadian konkrit. Dengan
demikian dapat dilunakkan atau ditiadakan kekurangan yang melekat pada
peraturan hukum itv. Perumusan pasal di atas memungkinkan keadilan lebih
diutamakan daripada kepastian hukum .

Rancangan KUHP, mepurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,
S.H., yang direncanakan beriolak dari pokok pemikiran
keseimbangan  mono-dualistik, artinya mempertimbangkan
keseimbangan dua kepentingan antara kepeniingan masyarakat dan
kepentingan individu dan pandangan ipilab yang dikenal dengan
prinsip "Daad-Dader Strafrecht” yang memperhatikan baik segi
perbuatan (obyektif) maupun pelakunya (subyekitif). Perumusan ini
memperiuas eksistensi berlakunya hukum yang hidup (hukum tidak
tertulis’hukum adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu
perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaannya atau
fidak diatur dalam undang-undang. Perluasan perumusan asas
legalitas ini pun tidak dapat dilepaskan dari pokok pemikiran untuk
mewujudkan dan sekaligus menjamin asas keseimbangan antara
kepentingan individu dan kepentingan masyarakai, dan aniara
kepastian hukum dengan keadilan.? '

Dengan perluasan perumusan asas legalitas dalam Rancangan
KUHP Nasional itu, maka alur pemikiran itu membawa garis baru

dalam asas hukum pidana untuk memberlakukan ajaran sifat
melawan hukum materil.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:>

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Ceiakan 1,
Bandung: Citra Aditya Bakii , 1996, hal 108.
2 bid, hal 110 .

580 Indonesian Journal of Internationat Law



“Overheidsbeleid” & Asas Materiele Wederrechtelijkheid

"Perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana oleh suaty peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan
tersebut dapat dijatuhi pidana, perbuaian tersebut harus juga bertentangan
dengan hukum.”

Perumusan ini diikuti pula dengan Pasal 16 dan Pasal 17 yang
menegaskan bahwa hakim harus selalu mengkaji apakah perbuatan
yang dituduhkan itu berientangan dengan hukum dalam a;
kesadaran hukum rakyat. Dengan demikian terlihat pula di sini
adanya asas keseimbangan antara patokan formal (kepastian hukum)
dan paiokan materil (keadilan). Menyadari bahwa dalam kejadian-
kejadian konkset kedua nilai itu (kepastian hukum dan keadilan)
“mungkin saling mendesak, maka dalam pasal 18 ditegaskan bahwa
hakim harus sejauh mungkin mengutamakan nilai keadilan
daripada nilai kepastian hukum.>

Sekarang patut dipertanyakan, apabila bepar periu, meskipun
dengan kondisi, situasi dan kasuistis sifainya, menerapkan fungsi
positif dari sifat melawan hukum maeril, khususnya dalam tindak
pidana korupsi, apakah yang dijadikan kriteia dan syarat
pencrapannya? Sesuai penjelasan Pasal 1 di dalam Undang-undang
No. 3 Tahun 1971, pada umumnya tindak pidana Kkorupsi ini
memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan
korupsi dalam arti yang luas mempergunakan kekuasaan atau
pengaruh yang melekat pada seorang pegawai megeri atau
kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabaian
umum secara tidak patut .

Dari perumusan tersebut, sangatlah jelas bahwa tindak pidana
korupsi ini sangat erat kaitannya antara penggunaan kekuasaan
secara tidak patut dengan jabatan/kedudnkan yang melekat pada diri
pegawai negeri/kedudukan istimewa itu, sehingga kadang kala
dikatakan juga sebagai "Crime by Government”, bahkan perbuatan-
perbuatan koruptif ini disebut oleh Prof. Marshall B. Clinard
(University of Wisconsin, Madison, USA) dan Prof. Daniel J.
Abbeit (Louisiana State University, New Orleans, USA) sebagai

% thid, hat 111 .
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"White Collar Crime in Government and Business". tegasnya

dikatakan:™
"Crime committed by businessmen, politicians and government employees
are common in many developed, highly industrialized countries, such as
france, Italy and the United States. Considerable evidence supports the
view that such illegal behavior increases as socioeconomic development
progresses ... Politicians and government employees engage in criminal
practices by direct misappropriation of public funds, indirect aacquisition
of these funds through padded payrolls, ilegal employment of relatives or
monetary payments from appointees”.

Tampakiah jelas, bahwa Kkarakieristik dari tindak pidana
korupsi pada umumnya, antara lain adanya penggunaan kekuasaan
yang melekat pada jabatan/kedudukan pegawai negeri/pejabat
pemerintahan yang penggunaannya adalah secara menyimpang dan
tercela sifainya. Sehingga apabila kembali pada karakteristik
pandangan JL.M. Van Bemmelen tentang syarat penerapan ajaran
perbuaian melawan hukum materil (dalam kaitan fungsi negatif),
maka fungsi positif dari sifat melawan hukum materil haruslah lebih
ketat, kondisif, kasuistis penggunaannya.

C. “Beleid” — “Administrativerechtelijkheid”™ Asas Perbuatan
Melawan Huokum Materiel dan Tindak Pidana Korupsi

Dalam tinjavan terhadap penerapan fungsi positif dari ajaran
perbuatan melawan hukum matertiel tidak jarang mengalami
kekeliruan essensiel dan mendasar sifatnya. Perhatikan saja
pemidanaan terhadap perkara-perkara antara lain Ir. Akbar
Tandjung, Dr. Syahril Sabirin, Samadikun dan terakhir adalah 3
(tiga) mantan Direkiur Bank Indonesia, khususnya dalam kaitan
antata Hukum Pidana dari unsur “menyalahgunakan wewenang”
(Pasal 1 ayat 1 b UU No.3 Tahun 1971 jo Pasal 3 UU No.31 Tahun
1999), melawan hukum (Pasal 1 ayat 1 huruf a UU No.3 Tahun
1971 jo Pasal 2 ayat 1 UU. No.31 Tahun 1999) dan Hukum
Administrasi Negara yang berkaitan antara “Staatsbeleid”

% Marshall B. Clinard & Daniel J. Abbott , Crime In Developing Countries : A
Comparative Perspective , USA : John Wiley & Sens, Inc., 1973, page 50 - 52 .
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(Kebijakan Negara) dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestiur). Seringkali
badan yudikatif telah mencampur adukan, bahkan menganggap
saima antara unsur “menyalahgunakan wewenang” dan “melawan
hukum”, bahkan, tanpa disadari badan peradilan menerapkan asas
perbuaian melawan bukum materiel dengan fungsi positif tanpa
memberikan kriteria yang jelas untuk dapat menerapkan asas
tersebut, yaitu melakukan pemidanaan berdasarkan asas kepatutan
dengan menyatakan para pelaku telah melanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik, tanpa bisa membedakannya dengan
persoalan “beleid” yang tunduk pada Hukum Administrasi Negara.?

Penggunaan kewenangan yang bersifat  akiif berupa
kewenangan diskresioner (“discretionary power”, “vrijsbestuur”,
“freies ermessen™) untuk melaksanakan kebijakanaya (“beleid”)
dalam mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu
perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidakiah
sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang
(“kekuasaan terikat™). Menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.,
Kekuasaan Pemeriniah merupakan kekuasaan yang aktif, yang
meliputi kewenangan untuk memutus secara mandini  dan
kewenangan interpretasi terhadap norma-norma fersamar (“vage
normer”). Dalam kaitannya dengan “beleidsvrijheid”, kekuasaan
yang akiif dari pemerintahan, menurut Prof. R.M. Girindro
Pringgedigde, SH, berupa “wijsheid” dapat merupakan tindakan-
tindakan seketika (“instant decision”) dengan melihat urgensi serta
situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan yang
dapat bersifat pengaturan (iertulis) dan atau keputusan tertulis atau
lisan didasarkan kekuasaan/wewenang “diskresioner” (“discre-
tionary power/authority} yang dimiliki. Namun demikian, suatu
“discretionary power” maupun “wijsheid” itu harus tetap selaras
dengan maksud ditetapkan kewenangan atau sesuai dengan tujuan
akhirnya tersebut, yaitu harus sesvai dengan “doelgerichte” atau

*" Indriyanto Seno Adji. Prospek Hukum Pidana Indonesia pada Masyarakat Yang
Mengalami Perubahan. Pidaio Upacara Pengukuhan Scbagai Gurubesar Tetap Dalam
Illmu Hukem Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta: 19
Pebruari 2004. hal. 27,
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tujuan ditetapkannya dari kewenangan itu, bahkan menurut saksi
ahli Prof. Dr. Riyaas Rasyid, MA., juga Prof. Dr. Philipus M.
Hadjon, SH (“Discretionary Power” & Asas-asas Umum
Pemeriniahan Yang Baik, halaman 3), dalam kondisi yang urgensif,
mendesak dan darurat sifainya, suatu discretionary power, juga
“wijsheid”, dapat menyimpang dari produk perundang-undangan
yang ada, asalkan penyimpangan ini pada akhimya sesuai dan
dengan diarahkan pada “doelgerichte” ditetapkannya kewenangan
tersebut.

Persoalan beleid akan selalu berkaitan dengan pengertian
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang memiliki
kamakieristis tersendiri sebagaimana dikatakan oleh Wimboyono
Seno Adji, S.H., M.H. bahwa” berdasarkan uraian dan pandangan
Anggota Dewan mengenai makna perluasan “Pegawai Negeri”,
adalah tepat menjadi perhatian penulis bahwa makna pengertian
«“pegawai Negeri” diperkembangkan dan diakui oleh kehidupan
yudisiel sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Oemar Seno Adji,
SH harus memenubhi tiga unsur, yaitu:®

- diangkat oleh kekuasaan umuin;

- memangku suatu jabatan umurm; dan

- melakukan sebagian daripada tugas negara atau alat-alatnya.

Pendekatan sejarah pembahasan parlemen terhadap makna
“pegawai negeri” mendekati suatu akseptabelitas ekstensif makna
tersebut, namun perlu mendapatkan suatu atensi yang primaritas
bahwa perluasan Subyek Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan
dengan makna “pegawai negeri” masih merupakan problematis,
apabila makna itu dalam pendekatan suaiu dakwaan terhadap Pasal
1 ayat (1) sub a Undang-undang No. 3 Tahun 1971. Perlu ada suatu
akseptabelitas bahwa makna “pegawai negeri” adalah limitatif
dalam kaitan dengan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang No. 3

2 Seno Adji, Wimboyone, Analisis Pergeseran Makna Terhadap Subyek Tindak
Pidana Korupsi. (Studi Kasus Terhkadap Problema Pertuasan Makna Subyek Tindak
Pidana Korupsi Berdasarkan Yurisprudens di Indonesia). Bandung: Program
Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 20904, hal. 44-46. ‘

2 fpid. hal, 211. Ocmar Scno Adji menyebutkan perluasan arti “pegawai negeri”
yang dikembangkan dan didirikan oleh kehidupan judisiil.
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Tahun 1971, Oemar Seno Adji menunjuk pada Penjelasan Pasal ]
sebagai alasan limitatif periama tersebut dengan menyatakan:

Penjelasan dari UUPTK, khususnya mengenai pasal 1, tampak
mengarahkan, babwa terutama seorang pejabat itulah yang dapat
dipandang sebagai subyek dari tindak pidana kerupsi. Dikatakan
dalam Penjelasan Pasal 1, sebelum memasuki penjelasan mengenai
ayat (a), antara lain:

Pasal 1: “Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat akiifites yang
merupakan manivestasi dari perbuatan dalam arti yang fuas
mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada
seorang pegawai negeri aten kedudukan istimewa yang dipunyai
sescorang di dalam jobatan wmum yang secara tidak patut atau
menguniungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga
dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat
hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidsna dan
Acaranya”,

Tampak dari penjelasan dari Pasal 1 tersebut, bahwa tindak
pidana korupsi itu ditujukan kepada seorang pegawai negeri atau
kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan
umum. Sedangkan kemungkinan untuk melakukan suatu tindak
pidana korupsi bagi seorang swasta apabila ia memberikan suap
kepada seorang pegawai negeri. Seorang non-pegawai negeri selama
tersedia baginya suatu perundang-undangan dalam bidang lain, yang
dapat merugikan keuangan ataupuan perckonomian negara, dapat
bertindak sebagai subyek dalam perundang-undangan spesifik itu
(perpajakan, tindak pidana korupsi, sarana penipuan, pemalsuan dan
lain-lain). Selaku subyek dari tindak pidana korupsi seperti
dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (a) UUPTK, semestinya ia jauhkan
baik dalam tuduban maupun dalem putusan Pengadilan. Memang
dalam kaitan Pasal ayai (1) hwuf a UU No. 3 Tahun 1971
penentuan subyek Tindak Pidana Korupsi adalah debatable
mengalami perluasan makna yang kadangkala menimbulkan
disparasi pemidanaaonya.

Sebagaimana dipabami bersama bahwa syarat pemidapaan
haruslah memenuhi kriteria adanya, yaitu:
- schuld (kesalahan);,
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- wederrechielijk (melawan hukum),
- perbuatan tersebut dapat diperiangglmgiawabkan secara

pidana.

Dalam Sistem Anglo-saxon, syarat pemidanaan itu harus
memenuhi syarat adanya asas gcfus reus dan mens rea. Jadi, dalam
pemidanaan yang harus digunakan adalah unsur melawan hukum
(formal, artinya ada atau tidaknya perbuatan yang bertentangan
dengan hukum positif teriulis mengingat alasan yang primaritas
sifatnya dari asas Nullum Crimen Sine Lege Stricta yang tercantum
pada Pasal 1 ayat i KUHP.

Pada Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3 tabun 1971 ini rumusan
unsur {dalam kata-kata) melawan hukum tidak ditemukan secara
eksplisit, karena dengan kata "menyalahgunakan kewenangan”
sudah tersirat unsur melawan hukum tersebut. Lagi pula tidak akan
ditemukan delik "menyalahgunakan kewenangan® dilakukan secara
kealpaan (culpa). Mengenai keterkaitan antara schuld (kesalahan)
dengan wederrechtelijk (melawan hukum) sangatlabh menentukan
suatu pemidanaan. Sebagaimana dikatakan Prof. DR. Andi Hamzah,
S.H. bahwa tidak mungkin ada schuld (kesalahan) tanpa adanya
wederrechtelijk (melawan hukum), ictapi mungkin saja ada
wederrechtelijk (melawan hukuim) tanpa adanya schuld (kesalahan).

Bagi pemikiran kami (penulis), strafbare handeling (perbuatan
yang dapat dipidana) dalam Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3 Tabun
1971 terletak pada rumwusan unsur yang menyatakan
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan”, artinya rumusan unsut
ini merupakan bestanddeel delict (delik inti), sedangkan rumusan
unsur yang berbunyi "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atan orang lain atau suatu badan" hanyalah merupakan element
delict- saja dan karenanya tidak menentukan perbuatan yang
dirumuskan sebagai strafbarehandeling. Siapa saja dapai
menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan, sepanjang
dengan suatu limitasi sebagai pengecualian, yaitu perbuatan
memperkaya diri sendiri, orang lain atau satu badam im tidak
dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
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sarana yang ada padanya karena jabatan atan kedudukan. Lebih
tegas lagi, karena rumusan unsur "menyalahgunakan kewenangan
atan kedudukan" itulah yang merupakan delik inti untuk menen-
tukan apakah suatu perbuatan masuk dalam kategori tindak pidana.

Perumusan unsur "dengan tujuan” yang mengandung unsur
kesengajaan (opzet) baik itu pengertian opzet als oagmerk (bersifat
tujuan), opzet bij zekerheids bewustzijn (keinsyafan akan kepastian)
maupun opzet bij mogelijkheids bewustzijn (keinsyafan akan
kemungkinan), juga apabila ada atan tidaknya pemisahan peru-
musan unsur "menguniungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
badan", mengingat rumusan unsur tersebut adalah element delict
yang tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak.

Pengertian penyalahgunaan "menyalahgunaan wewenang”
dalam Hukum Pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak
memiliki pemgertian yang eksplisitas sifatnya. Mengingat tidak
adanya eksplisitas pengertian tersebut dalam Hukum Pidana, maka
dipergunakan pendekatan eksiensif berdasarkan dokirin yang
dikemukakan olch Dr. H.A. Demeersemen tentang kajian "De
Autonomie van ket Materiele Strafrecht” (Otonomi dari Hukum
Pidana Materiel). Intinya memperianyakan apakah ada harmoni dan
disharmoni antara pengertian yang sama aniara Hukum Pidana,
khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara,
sebagai suatu cabang hukum lainnya. Disini akan diupayakan
keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu
Hukum Pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya.

Apakah yang dimaksudkan dengan disharmoni dalam hal-hal
dimana kita memberikan pengetian dalam Undang-undang Hukum
Pidana dengan isi lain mengenai pengertian yang sarna bunyinya
dalain cabang hukum lain, ataupun dikesampingkan teori, fiksi dan
konstruksi dalam penerapan Hukum Pidana pada cabang hukum
lain. Kesimpuiannya dikatakan bahwa mengenai perkataan yang
sama, Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan
pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam
cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak
menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat
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dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian
"menyalahgunakan kewenangan" tidak ditemukan eksplisitasnya
dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan
pengertian dan kata yang sarna yang terdapai aiau berasal dari
cabang hukum lainnya .

Ajaran tentang "Autonomie van het Matericle Strafrecht"
diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjuinya
dikuatkan oleh Putusan Mahkamnah Agung RJI. No. 1340.
K/Pid/1992 17 Pebruari 1992 sewaktu adanya perkara tindak pidana
korupsi, yang dikenal dengan perkara "Sertifikat Ekspor", dimana
Drs. Menyok Wijono didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b UU
No. 3 tabun 1971 sebagai Kepala Bidang Ekspor Kanior Wilayah
IV, Direktorat Jenderal Bea & Cukai Tanjung Priok, Jakarta.

Oleh Mahkamah Agung R.IL, dilakukan penghalusan hukum
(tirechtsvervijning") pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b
UU No. 3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian
"menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat 2)
huruf b DU. No. 5 Tabun 1986 (ientang Peradilan Tata Usaha
Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain
dari maksud diberikannya wewenang iersebut atau vang dikenal
dengan "detournement de pouvoir”. Memang, pengertian
detournement de pouvoir, dalam kaitannya dengan Freies Ermessen
ini menaggapi perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Perangis.
Menurut Prof. Jeam Rivero. dan Prof Waline, pengertian
penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat
diariikan dalam tiga wujud, yaitu.

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-
tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau
univk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau
golongan;

2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti babwa tindakan pejabat
tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi
menyimpang dari {ujuan apa kewenangan tersebut diberikan
oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan
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prosedur yang scharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan
tertentu, tetapi ielah menggunakan prosedur lain agar terlaksapa.

Pengertian "menyalahgunakan kewenangan"'sebagaj unsur delik
dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menyerupai butir 2 dj
aias, sebagai salah satu pendekatan limitatif yang menghindari
akibat-akibai luasnya pengertian tersebut. Pola dasar penilaian
mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan tersebut
adalah bahwa kewenangan uniuk mengeluarkan suatu keputusan itm
diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan
tertentu itu dapai dibuktikan dari pengaturan ientang kewe-
nangannya itu sendiri atau darj peraturan dasar yang berkaitan
dengan kewenangan tersebut . Pada kasus Ir. Akbar Tandjung ini,
dasar pengujian ada atan tidaknya penyalahgunaan inj adalah
peraturan dasar (legalitas) sebagai. hukum positif tertulis yang
melatarbelakangi ada atau tidaknya kewenangan Akbar Tandjung
sebagai Mensesneg,

Mengenai pemidanaan atas dasar Asas Kepatutan, mengingat
sistem Hukum Pidana Indonesia, khususnya dalam sebagian besar
perkara-perkara tindak pidana korupsi ini bersandar prinsip legalitas
yang keiat dalam meneniukan terbuktiftidak terbuktinya rumusan
delik, maka untuk menentukan ada tidaknya "kewenangan” Akbar
Tandjung yang berkaitan dengan penyaluran dana non-budgeter
tersebut inipun harus dilandasi peraturan dasar (legalitas), tentunya
uniuk  melakukan  penilaian tethadap  "menyalahgunakan
kewenangan" tersebut. Jadi, ukuran atan kriteria ada atan tidaknya
unsur "menyalahgunakan kewenangan" dari diri Akbar Tandjung
haruslah berpijak pada peraturan dasar (legalitas) mengenai tugas,
kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat
negara, dalam hal ini Keppres No. 104 Tahun 1998 23 Juli 1998 .

Berdasarkan Keppres No.104 Tahun 1998, khususnya Pasal 3
ayat (2), memang tugas Mensesneg memberi dukungan administrasi
dan keuangan terhadap kantor Menteri Negara yang tidak me-
mimpin Departemen, ada kaitannya dengan dana non-neraca yang
dikelola secara extra non comptable teriepas memang sebagai fakta
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hukum bahwa dana non-nieraca (extra non-comptable) adalab masuk
dalam pengertian Uang Negara. Begitu pula Keppres No. 16 Tahun
1994 adalah dalam rangka pelaksanaan dana-dana yang berkaitan
dengan APBN, bukan berkaitan dengan dana non-neraca sebagai-
ana dibenarkan dan diakui oleh putusan Pengadilan ini sendiri.

Penulis menganggap Putusan Pengadilan tersebut mengalami
kekeliuan dalam  menerapkan hukum, khususnya untuk
membukiikan unsur (sebagai delik inti) "menyalahgunakan
kewenangan” karena tidak berpijak pada peraturan dasar (legalitas)
yang menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya
penyalahgunaan kewenangan Akbar Tandjung sebagai Mensesneg
tersebut. Apabila tidak ada peraturan dasar yang dipergunakan
antuk menilai ada atau tidakaya penyalahgunaan kewenangan ini
(karena Keppres No.106 Tabun 1994 yang dipergunakan sebagai
pedoman tidaklah dapat dipergunakan dalam kaitannya dengan dana
non-neraca), imaka berdasarkan Pasal 1 ayat i KUHP Akbar
Tandjung harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut . Prinsip
Legalitas untuk membuktikan unsur (delik inti) adalah umtuk
kepastian bukum dari Akbar Tandjung, dan bukan dengan cara
menerapkan Asas Kepatutan yang subyekitifitas dan tidak tertulis
sifatnya. Ini semua untuk kepentingan konsepsi Nullum Crimen Sine
Lege Stricta pada Pasal 1 ayat (1) KUHP .

Apabila diperhatikan Putusan pengadilan, maka pemidanaan
terhadap Akbar Tandjung bertentangan dengan asas Nullum Crimen
Sine Lege Stricta pada Pasal 1 ayai (1) KUHP (tidak ada peraturan
formil tertulis yang ada sanksi pidananya yang dilanggar oleh Akbar
Tandjung), karepa kriteria/ukuran untuk menentukan pemidanaan
adalah asas kepatutan dan kecermatan dalam Hukum Administrasi
Negara yang dikenal scbagai Algemene Beginselen Van Behoorlijk
Berstuur (Asas-asas Umum pemerintahan Yang Baik}. Terbuktinya
unsur "wederrechtelik” (melawan hukum) yang tersirat dalam
kaitannya dengan unsur "menyalabgunakan kewenangan" berdasar-
kan asas kepatutan dalam Hukum Pidana hanyalah dibenarkan
sebagai dasar alasan peniadaan pemidanaan (Negative Materiele
Wederrechtelijk), bukan untuk pemidanaan . :
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Pemidanaan aias dasar Positive Materiele Wederrechtelijk
haruslah memperhatikan permasalaban-permasalahan yang sensitif
dalam Hukum Pidana. Permasalahannya adalah:

- Apabila perbuatan pelaku (terdakwa)  formiil  tidak
wederrechtelijk (tidak ada penyalahgunaan wewenang), maka
seharusnya yang bersangkutan harus dibebaskan dari segala
tuduhan, artinya terhadap pelaku tidak dapat dikenakan
pemidanaan dengan suatu pendekaian analogi;

- Harus ditentukan kriteria yang menentukan alasan-alasan yang
mendasari  diimplementasikan ajaran  perbuatan melawan
hukum dengan fungsi Positif (dalam kaitannya dengan unsur
"menyalahgunakan kewenangan”) antara lain:

a. Perbuatan pelaku vang tidak termasuk  atau tidak
memenuhi rumusan delik, dipandang dari kepentingan
hukum, ternyata menimbulkan kerugian yang. jauh tidak
seimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan
dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya
yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan;

b. Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi
masyarakai/negara adalah bahwa apabila seorang pegawai
negeri aian penyelenggaran negara, meskipun tidak
melakukan pelanggaran peratwran yamg ada sanksi
pidananya(formeele  tidak wederrechtelijk), tetapi
menerima fasilitas yang berlebihan serta keuniungan
lainnya dari seseorang (korporasi/badan hukum) dengan
maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu
menggunakan kekuvasaan atau wewenang yang melekat
pada jabatannya secara berkelebihan atau menyimpang;

Perlu dikeiahui bahwa mengingat ajaran "Perbuatan Melawan
Hukum Materiel” telah dianggap sebagai pelanggaran asas Legalitas
sekaligus aksepiasi dari analogi hukum vang TIDAK dikehendaki
dalam Hukum Pidana, maka implementasi dengan Fungsi Negatif
inilah yang mendapat toleransi dalam Hukum Pidana. Bagi Fungsi
Pesitif sebagai implementatif dari ajaran "Perbuatan Melawan
Hukum Materiil" memerlukan syarat, alasan, dan kriteria yang tegas
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serta dengan segala pertimbangan kondisitas, situatif, dan kasuistis.

Sebagaimana telah kami uraikan diatas unsur "penyalabgunaan
kewenangan" dalam kaitannya dengan ajaran "Perbuatan Melawan
Hukum Moteriil" memang telah diimplementasikan ke dalam
Undang-undang No.3 Tahun 1971 dan Undang-undang No.31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun
demikian penerapan dengan Fungsi Positif ajaran "Perbuaian
Melawan Hukum Moateriil" pada kasus-kasus tindak pidana korupsi
memerlukan kriteria, syarat dan alasan yang tegas dengan tetap
inempertimbangkan kondisitas, situatif, dan kasuistis. Dalam kasus
Akbar Tandjung ini, kriteria, syarat, dan alasan pada huruf (2) dan
(b) di aias inilah yang TIDAK penulis temukan untuk menentukan
dan menerapkan adanya pelanggaran asas kepatutan (perbuatan
melawan hukum materiil dengan fungsi positif) tersebu.

Pada kasus Akbar Tandjung ini, ajaran kepatutan "Perbuatan
Melawan Hukum Materiil dengan Fungsi Positif® tentang unsur
"penyalabgunaan kewenangan" TIDAK DAPAT DITERAPKAN
karena perbuatan pelaku tidak dapat dikategorikan “tereela” atau
"tidak patut” mengingat perbuatanonya tidak menimbulkan
kerugian yang jawh tidak seimbang bagi masyarakat/negara.
Terdapat kekeliruan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam
memberikan penafSiran 2jaran kepatutan dari unsur “Perbuatan
Melawan Hukum Materiil” melalui fungsi positif dengan unsur
“penyalahgunaan kewenangan” dalam pertimbangannya tersebut
tidak dapat diartikan bahwa memenuhi unsur melawan hukum
materiil; (dengan fungsi positif) adalah juga terobsorsi sebagai
pemenuhan unsur “menyalahgunakan wewenang”. Selain itu Akbar
Tandjung sama sckali TIDAK terbukti menerima fasilitas yang
berkelebihan serta keuntungan lainnya dari  sescorang
(korporasi/badan hukum) dengan maksud agar Akbar Tandjung itu
menggunakan kekusaan atau wewenangnya yang melekat pada
jabatannya secara berkelebihan/menyimpang, dan inipun andaikaia
perbuatan  Akbar Tandjung memenvhi rumusan  delik
(penyalahgunaan) atau formeele) perbuatannya adalah detournement
de pouvoir.
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Telah penulis kemukakan diatas soal kasus 3 (tiga) mantan
Dirckiur Bank Indonesia dimana Pengadilan telah keliru
membedakan antara “beleid” dengan pemidanaan dengan cara
mencrapkan unsur “menyalahgunakan wewenang” (Pasal 1 ayat 1
huruf b) yang dianggap sebagai pelanggaran asas kepatutan pada
unsur “melawan hukum materiil” melalui fungsi positif (Pasal 1
ayat 1 huruf ). Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dengan No. 2043/Pid.B/2001/PN.Jak Pst. tertanggal 1 April 2003,
Drs. Hendrobudiyanio, M.A., dianggap terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 1 ayat 1 sub (b) Undang-undang No.3
Tahun 1971 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau

suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara tangsung

atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
Negara”

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakaria Pusat dengan
No. 2043/Pid.B/2001/PN.Jki.Pst. tertanggal 1 April 2003, Direksi
Bank Indonesia (kolekiif Institutional) dianggap secara sah dan
meyakinkan melanggar Dakwaan Primair: Pasal 1 ayat 1 sub (b)
UU. No.3 Tahun 1971, yaitu yang dalam pertimbangan hukumnya
didasatkan fakia hukum mengenai pelaksanaan suatm Kebijakan
Dewan Direksi Bank Indenesia yang pada pokoknya adalah
sebagai berikui:

1. Pemberian dispensasi kliring bagi 18 (delapan belas) Bank yang
mengalami Saldo Debet yang berientangan dengan  Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 14/35/Kep/Dir/UPPB
tanggal 10 September 1981 (ientang Penyelenggaraan Kliring
Lokal) dan Surat Edaran Dircksi Bank Indonesia No. 22/
227/UPG tanggal 31 Maret 1990 (tentang Otomasi Penye-
lenggaraan Kliring);

2. Pemberian Kredit Likuiditas bagi 18 (delapan belas) Bank yang
mengalami Saldo Debet yang bertentangan dengan Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia (amtara lain) No. 21/
54/Kep/Dir tanggal 27 Okiober 1988 tentang Penyedisan
Fasilitas Diskonio dalam Rupiah.
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“Staatsbeleid” (State Policy atau Kebijakan Negaa) dan Uasur

- “menyalahgunakan kewenangan”

Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan -

pada pokoknya Direksi Bank Indonesia dianggap secara sah dan
meyakinkan melanggar Dakwaaa Primair, yaitu Pasal 1 ayat 1 sub

(b)

UU. No.3 Tahun 1971 karena didasarkan Fakia Hukum

mengenai adanya pelaksanaan suatu “Kebijakan Dewan Direksi
Bask Indemesia” atau “Overkeidsbeleid”, yaitu sebagaimana
dipertimbangkan oleh Pengadilan bahwa Direksi Bank Indonesia
telah melakukan :

o Pemberian fasilitas Saldo Debet, yaitu dengan dispensasi
kliring bagi 18 (delapan belas) Bank yang mengalami Saldo
Debet yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No. 14/35/Kep/Dit/UPPB tanggal 10
September 1981 (ientang Penyelenggaraan Kliring Lokal)
dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 22/227/UPG
Tanggal 31 Maret 1990 (tentang Otomasi Penyelenggaraan
Kliring);

» Pemberian Kredit Likuiditas bagi 18 (delapan belas) Bank
yang mengalami Saldo Debet yang bertentangan dengan
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (antara lain) No.
21/54/Kep/Dir tanggal 27 Okiober 1988 (tentang Penyediaan
Fasilitas Diskonto dalam Rupiah).

Sebagaimana pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusai a quo (halaman 260, 261 dan seterusnya), pemberian fasilitas
kredit likuiditas terungkap karena fakia-fakta hukum antara lain
sebagai berikut : ’ _

“Bahwa benar pada tanggal 15 Agusius 1997 Direksi Bank Indonesia vang

telah mengadakan rapat berupa Moring and Evening Call (MEC) yang
dihadari oleh Guberaur Bank iadonesia Sudrajat Djiwandono, Terdakwa,
Heru Seepraptomo, Paul Sutopo Tjokronegoro, Harjono dan Mukhlis Rasyid
telah memutuskan sebagai berikut: “umtuk mengaiasi kesulitasn likuiditas
bank-bank yang disebabkan adanya penarikan dana pihak ketiga dalam

jumlah besar sehingga terjadi saldo giro debet di Bank Indonesia, diputuskan
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untuk diberikan kelonggaran berupa fasilitas saldo debet, sampai dengan
gejolak pasar vang mereda. Disamping itu guna menghindari terjadinya rush
baik di kantor pusat maupun dikantor cabang telah diputuskan bahwa kantor
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usat dan kantor-kamtor cabang bank yang mengalami kesulitan likuid:
fetap diperkenankan bersalde negatif, baik di kantor pusat Bank Ilr:!:i?;ﬁl;gi
maupun di kanior Bank Indonesia sampai beberapa waldu. Untuk melayani
penarikan-penarikan tunai dari nasabah penyimpan dana, kanior pusat dan
kantor-kanior cabang diperkenankan menarik secara wnai di kantor pusat
Bank Indonesia maupun Kantor Bank Indonesia meskipun bersaldo negatif.
Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 1997, Dircksi Bank Indeonsia telah
mengadakan Rapat kembali berupa Moming and Evening Cali (MEC) yang
juga dihadiri oleh Terdakwa, Gubernur Bank Indopesia Soedradjat
Jiwandono, Heru Soepraptomo, Paul Sutopo Tjokvonegoro yang memutuskan
sebagai berikut:
“Dalam kaitannya dengan keputusan Rapat Direksi tanggal 15 Agusius 1997,
dan mengingat kondisi likuiditas perbankan belum pulih, dimana salah saty
bank mengalami penarikan dana pihak ketiga yang cukup besar ialah Bank
Danamon, schingga secara khusus Direksi memberikan Sasilitas penyediaan
saldo debet bank tersebut, demikian pula bank lainnya yang mengalami
kesulitan likuiditas”

Selanjutnya halaman 282 Puiusan Pengadilan Negeri menyatakan :

“Bahwa dengan adanya fakia hukum dalam perkara ini, bahwa terdapat 18
(delapan belas) bank yang mengalami saldo debet yang berada dibawah
pengawasan Terdakwa selaku Direktur | Bidang Urusan Pengawasan Bank
(UPB) 1 dan II dimana Giro Wajib Minimumnya (GWM) pada rekening
Bank Indonesia telah mengalami minus/negatif karena adanya krisis meneter
yang menyebabkan para nasabah mengambil dananya secara besar-besaran
(rush} pada bank yang bersangkutan, dan dalam hal yang demikian ke 18
bank tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bank-bank yang mengalami
kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat, olch karenanya tindakan yang
harus dilakukan oleh Terdakwa selaku anggota Dircksi Bank Indonesia
bersama-sama anggota Direksi lainnya sesuai dengan Surat Keputusaa dan
Surat Edaran Bank Indonesia tersebut diatas adaiah memberikan Fasilitas
Diskonte 1 yang telah diatwr baik mengenal jangka waktumya, batas
maksimum, tingkat diskonto maupun mekanismenya, bukan dengan cara
memberikan fasilitas saldo debet seperti yang dilakukan oleh Terdakwa
bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya sesuai dengan Keputusan
Rapat Direksi Morning and Evening Call masing-tasing tanggal 15 Agustus
1997 dan tanggal 20 Agusius 1997,

Bahwa fasilitas saldo debet selain tidak diatur didalam ketentuan hukum dan
dengan demikian bukan merupakan fasilitas kredit yang menjadi
kewenangan Direksi Bank Indonesia, juga dengan pemberian fasilitas saldo
debet tersebut melalui dispensasi pengikuisertaannya dalam Kliring tidak
dapat ditentukan kriteria-kriteria tertentu, baik jangka wakiu, batas
maksimum, tingkat diskonto maupun prosedurnya, bahkan juga tidak
disertai dengan pengingkatan notariil serta tanpa adanya jaminan, schingga
hal yang demikian bukan hanya membuat posisi Bank Indonesia sebagai
kreditur tidek aman dan tidak kuat, Juga Bank Indonesia dalam hal ini telah
mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking)”.
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Kebijakan Pemberian kredit likuiditas dalam keadaan yang
darurat ini sesuai dengan Petunjuk Presiden pada 3 Desember 1996
yang saat itu pada pokoknya melarang untuk melakukan tindakan
likuidasi atau tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan
gejolak sosial sehubungan dengan adanya dua agenda nasional,
yaitu Pemilihan Umum dan Sidang Umum MPR-RI, dan hal yang
sama dikemukakan kembali oleh Piesiden kepada Direksi Bank
Indonesia pada 15 April 1997 (halaman 291 dan 292 Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

Sebenarnya, atas dasar petunjuk Presiden RI (saat itu) yang
tidak menghendaki adanya likuidasi dan tindakan-tindakan lain
vang dapat menimbulkan gejolak sosial sebagaimana bunyi
pertimbangan di atas, maka pemberian fasilitas kredit likuiditas
merupakan Kebijakan Negara atau Staatsbeleid (atau State Policy
atau Kebijakan Negara) dalam hal ini Presiden sebagai Kepala
Negara (atau Kepala Pemeriniahan) vang dalam tataran
implementasinya dilaksanakan oleh aparatur negara atau
“Overheidsbeleid” melalui Kebijekan Dewan Direksi Bank
indonesia, yang dituangkan sebagai parameternya adalah peraturan
perundang-undangan tertulis, juga asas-asas hukum tidak tertulis
sebagai kepatutan yang lazim dalam masyarakat.

Dewan Direksi Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk
menetapkan suatu “Kebijakan® (beleid) sebagaimana tercantum
dalam Umndang Undang Ne. 13 Tahun 1968 (Lembaran Negara
No. 63 Tahun 1968 jo Tambahan Lembaran Negara No. 2865)
disebutkan pada :

Pasal 16 ayat 1 sub (c¢) Tugas dan Kewajiban Direksi Bank
Indonesia menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan
bank.

Pasal 30 sub (b), Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan
menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas
dan likuiditas baok.

Pasal 32 ayat 3, Bank Indonesia dapat pula memberikan kredit
likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan
likuiditas dalam keadaan darurat.

596 Indonesian Journal of International Law



“Overkeidsbeleid” & Asas Matericke Wedeneckte[g'kkeid

Pasal 33 ayat 1, Baok Indonesia dapat menjalankan ketentuan-

ketentuan yang bertalian dengan penggunaan dana-dana oleh
lembaga-lembaga keuangan, kecuali badan-badan asuransi.

Selain itu berdasarkan UU Ne. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan disebutkan pada :

Pasal 37 ayat (2):
Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan
kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat:
a. melakukan tindakan agar:
* pemegang saham menambah modal; '
® pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atan direksi bank;
¢ bank menghapus-bukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan
kerugian bank dengan modalnya;
* bank melakukan merger atan konsolidasi dengan bank lain;
* bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil-alih sehmuh
kewajibannya.
b. mengambil tindakan lain seswai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. ’

Pasal 37 ayat (3):
Apabila menurut penilaian Bank Indonesia:
a. keadaan suatu bank membahayakan sisiem perbankan; atan
b. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayai (2) belum cukup untuk
mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; -

Bank Indonesia mengusulkan pada Menteri untuk mencabut izin
usaha bank tersebut.

Kebijakan Direksi Bank Indonesia secara kolekiif institusional
tentang pemberian kredit likuiditas dalam kondisi yang darurat,
apakah melalui fasilitas dispensasi kliring bagi 18 (delapan belas)
Bank yang mengalami saldo debet ataukah (seharusnya) melalui
fasilitas penyediaan kredit likuiditas dengan Diskonto I dalam
rupiah merupakan persoalan “Kebebasan Kebijakan” atan
“beleidsvrifheid” atau “Freies Ermessen” yang dalam tugas
publiknya Negara cq Direksi Bank Indonesia memiliki semacam
ruang gerak yang bebas dan luas. Sehingga landasan ataupun
motivasi adanya suatu kebebasan kebijakan dari Negara dalam
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menjalankan tugas publiknya tidak dapat dinilai oleh Hakim Perdata
dan Hakim Pidana, yang kesemuanya ini, menurui Prof. Oemar
Seno Adji, S.H. mendekatkan diri pada suatu “separation of
powers”, khususnya dalam atti “separation of functions” aiaupun
“separation of organism”.

Sebagaimana dikatakan Pref. Dr. Wirjone Predjedikero,
S.H. memang diakui dokirin dan yurisprudensi, segala perselisihan
teniang pola kerja Tata Usaha Pemerintahan, juga yang mengenai
kebijakan (kebijaksanaan} pemerintah (Staaisbeleid) dimasukkan
kekuasaan Pengadilan, maka ini secbetulnya berarti bahwa
Pengadilan menjadi Pemerintah belaka (Prof. Oemar Seno Adji,
S.H.: Peradilan Bebas Negara Hufum, halaman 235). Dapat
dikatakan dengan demikian, bahwa kebijakan tidak termasuk
penilaian oleh Hakim, yang memfokuskan dirinya pada soal
“rechtmatigheid” dan bukan “deelmatigheid”.

Prof. Lie Oen Hock, S.H. menyaiakan secara tegas bahwa
Hakim biasa tidak diperkepankan mengadili mengenai kebijakan
Penguasa. Bukanlah Pepgadilan yang dapat menilai kebijakan
penguasa dengan Freies Ermessen-nya, schingga kebijakan
Pemerintah tidak boleh dicampuri oleh Hakim Umum. Pembatasan
terhadap Beleidsvrijheid itu adalah apabila terdapat perbuatan yang
masuk dalam kategoris penyalahgunaan wewenang (“Detournement
de pouvoir”) dan perbuatan sewenang-wenang (“Abus de Droit”),
dan pola penyelesaian terhadap penyimpangan ini adalah melalui
Peradilan Administrasi (sekarang: Peradilan Tata Usaha Negara).

Dengan demikian Kebijakan Direksi Bank Indonesia dalam
menentukan untuk memberikan atau tidak memberikan kredit
likuiditas, baik melalui fasilitas saldo debet ataupurn fasilitas
diskonto, mavpun untuk menghentikan atau tidak menghentikan
kliring bagi ke 18 Bank yang saldo debet merupakan Kebebasan
Kebijakan, suatu Freies Ermessen atau beleidsvrijkeid dalam
rangka Staatsbeleid yang dalam tataran implementasinya dilakukan
oleh Dircksi Bank Indomnesia selaku @verheidsbeleid, dan tidak
menjadi wewenang dari Hakimn Umum (Perdata maupun Pidana),
begitu pula tidak menjadi wewenang Peradilan Pidana terhadap
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Pembanding. Penilaian tethadap Benar tidaknya suat Kebijakan
Negara (in casu Kebijaken Direksi Bank Indeonsia dalam
memberikan fasilitas kredit likuiditas) yang masuk dalam kategoris
beleidsvrijheid tidak menjadi kompetensi dari Peradilan Umnumn,
baik Peradilan Perdata maupun Peradilan Pidana, untuk mengadili
dan memuius perkaranyal

Peradilan Pidana {juga Peradilan Perdata} tidak memiliki

kewenangan menilai “Kebijakan Negara yang Substantif
(Materiel)” seperti halnya Kebijakan Direksi Bank Indonesia
mengenai dispensasi kliring terhadap 18 (delapan belas) Bank vang
terkena saldo debet tersebut di atas.
Scharusnya peradilan pidana fidak memiliki kompetensi untuk
mengadili dan memutus persoalan “Staatsbeleid” dalam kerangka
“beleidsvrijheid” berupa Kebijakan Substantief sebagai Kebijakan
Institusional dari Bank Indomesia yang merupakan wujud dari
Overkheidsbeleid,

2. Uwsur “Menyalahgunakan Kewenangan” sebagai “Bestand.-
deel Delict” yang inharen dari unsur “Melawan Hukum”
Makna unsur “menyalahgunakan wewenang™ itu tidaklah sama

dengan unsur “melawan hukum”, khususnya terhadap pemahaman

kajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut
babwa menyalahgunakan wewenang adalah  tersirat scbagai
melawan hukum (meskipun menimbulkan perdebatan yang meluas,
apakah melawan bukum ini diartikan secara formil atan termasuk
pula materiil), namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur

“melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan

wewenang”. Kedua unsur itn jelas berbeda, baik dari sisi “matericle

feit” maupun “strafbarefeit”, karena itu penempatan  kedua
ketentuan ini merupakan pasal-pasal ierpisah dalam Undang-undang

Tindak Pidana Korupsi di Indonesja. Seringkali ditemukan

pemahaman yang keliru atau babkan tidak dipahami oleh aparatur

penegak hukum termasuk badan peradilan sebagai pilar akhir dari
hukum, yaitu uasur “menyalahgunakan wewenang™ dilakukan
penilaian berdasarkan asas kepatutan melalui prinsip “materiele
wederrechtelifkheid” yang secara prinsipiil merupakan kekeliruan
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yang sangat memperihatinkan, dan hal ini ditemukan pada kasus Ir.
Akbar Tandjung pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Jjakaria
Pusat (yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung). Begitu
pula mantan Direkitur Bank Indonesia berkiatan dengan “beleid”
(public policy).

Untuk mengetahui apakah benar Direksi Bank Indonesia
terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “menyalah-
gunakan kewenangan” (sebagai bestanddeel delict), parameier
untuk menentukan terbukiinya tidaknya Direksi Bank Indonesia
melanggar perbuatan yang memenuhi unsur “menyalahgunakan
kewenangan” tersebut , yaitu :

» Unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai dari ada
tidaknya pelanggaran terhadap peraturarn dasar tertulis
atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan
negara ini. Jadi kriteria dan parameter ini bersifat
alternatif.

® Asas Kepaiutan dalam rangka melaksanakan snatu kebijakan
atau 2orgvuldigheid ini diterapkan apabila tidak ada
peraturan dasar ataupun Asas Kepatutan ini diterapkan
apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar
(tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi
dan keadaan tertenty yang mendesak, urgensi dan atau
darurat sifatnya.

Dalam penerapan Asas Kepatutan sebagai aturan-aturan umum
yang tidak tertulis, maka kriteria untuk menentukan pelanggaran
unsur  “menyalahgunakan kewenangan” menurut Prof. €W
Konijnenbelt dalam bukunya berjudul “Hoofdlijnen van
Admiristraticfrecht” adalah asas kepatutan dan kecermatan dalam
Hukum Adminisirasi Negara yang dikenal Algemene Beginselen
van Behaorlifk Bestuur (Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Baik), yaitu Asas Kecermatan Materiel (Kecermatan Substantif)
yang bertujuan untuk tidak menimbutkan kerugian seseorang
dan diperlukan untuk melindungi kepentingan Negara dan
Masyarakat yang Febik luas, meskipun kerugian akan dialami
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negara secara adequate, yang kesemuanya karakteristik ini
merupakan aree Hukum Administrasi Negara ..

Dalam hal parameter berupa peraturan dasar sebagai hukum
positif tidak sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan Negara
uniuk menentukan ada atau tidak penyalahgunaan kewenangan,
maka prinsip kepatutan merupakarn salah satu parameter yang
primaritas sifatnye dari parapseter yang ade, dan parameter ini
tidak tertulis sifatnya serta masuk dalam kategoris sebagai
kriteric untuk menentukar terbulti  ada tidaknya wunsur
“menyalahgunakan kewenangan”, namun demikian pada area
Hukum Administrasi Negara, meski kewenangan yang
diskresioner ini seringkali menyimpangi asas kepatutan, tetapi
perbuatan ini dibenarkan delam hal kewenangan aktif ini
memang terpaksa dilaksanakan atas dasar kondisi yang
mendesak, urgensi darn atau darurat Sifatnya .

Mengingat Sistem Hukum Pidana Indonesia, khususnya dalam
sebagian besar perkara-perkara tindak pidana korupsi ini bersandar
priosip Legalitas yang ketat dalam menentukan terbukii/tidak
terbuktinya rumusan delik, maka untuk meneniukan ada tidaknya
“kewenangan” Direksi Bank Indonesia yang berkaitan dengan
kebijakan dispensasi kliring terhadap delapan belas (18) bank saldo
debet tersebut harus dilandasi peraturan dasar (legalitas), tentunya
untuk  melakukan  penilaian terhadap  “menyalahgunakan
kewenangan” tersebut. Jadi, ukuran atau kriteria ada atan tidaknya
unsur “menyalahgunakan kewenangan” bersifat alternatif, artinya
selain berpijak pada peraturan dasar (legalitas) mengenai kebijakan
dispensasi kiiring terhadap 18 bank saldo debet, juga Kebijakan
Direksi Bank Indonesia (tidak tertulis).

Apabila tidak ada peraturan dasar maupun ada peraturan dasar
mengenai kebijakan yang menyangkut penilaian ada atau tidaknya
penyalahgunaan kewenangan ini, maka unsur menyalahgunakan
kewenangan harus memiliki keterkaitan dengan kebiasaan atau
kepatutan yang berkembang dalam masyarakat, karepa
kriteria/ukuran untuk menentukan adalah asas kepatutan dan
kecermatan dalam Hukum Administrasi Negara yang dikenal
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sebagai Algemene Beginselen Van Behoorlijk Berstuur (Asas-asas
Umum pemerintahan Yang Baik), yaitu asas Kecermatan Materiel
(Kecermatan Substantif) yang bertujuan untuk tidak menimbulkan
kerugian seseorang dan diperlukan untuk melindungi kepentingan
Masyarakat dan Negara yang lebih luas.

Untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank-bank yang
disebabkan adanya penarikan dana pihak ketiga dalam jumlah besar
schingga terjadi saldo debet di Bank Indonesia tidak dapat
diterapkan dengan memberikan parameter pada Surat Keputusan
Dircksi Bank Indomesia No. 14/35/Kep/Dir/UPPB tanggal 10
September 1981 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Surat
Edaran Direksi Bank Indonesia No. 22/227/UPG tanggal 31 Maret
1990 ientang Otomasi Penyelenggaraan Kliring maupun Surat
Kepuiusan Direksi Bank Indonesia (antara Jain) No. 21/54/Kep/Dirx
tanggal 27 Okiober 1988 tentang Penyediaan Fasilitas Diskonto
dalam rupiah maupun produk-produk hukum Bank Indonesia, tetapi
didasari suatu norma aian aturan hukum yang mengandung makna
implementasi asas kepatutan dari asas-asas umum pemerintaban
vang baik, artinya apakah Kebijakan Direlsi Bank Indonesia sesuai
dengan prinsip Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur
(asas-asas umum pemerintahan yang baik). Temyata Kebijakan
Bank Indonesia vang dihasilkan pada Rapat 15 Agustus 1997 dan
Rapat 20 Agustus 1997 bertujuan memperbaiki likuiditas perbankan
(saat itu) adalah sesuai dengan asas Kecermatan Materiel
(Kecermatan Substantif) dari asas-asas umum pemeriniahan yang
baik, yaitu bertujuan untuk tidak menimbulkan kerugian seseorang
(pata npasabab) dan diperlukan umtuk melindungi kepentingan
Masyarakat dan Negara dalam skala perkenominian yang lebih luas,
dengan tepat wakiu dan sasaran. Bahkan ahli perbankan yaitu DR.
Ir. Dradjad H Wibowo dan DR. Zalkarnain Sitompal, SH, LLM
berpendapat bahwa kebijakan saldo debet merupakan satu-satunya
yang dapat dipergunakan dan merupakan jalan yang terbaik waktu
itu dalam rangka penyelamatan sistem perbankan dan pembayaran,
dengan alasan karena keadaan krisis memeriukan kecepatan dalam
bertindak. Tindakan Bank Indonesia melalui Kebijakan tersebut
masih berada dalam batas-batas kepatuian yang ada, ariinya
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perbuatannya adalah materiele tidak wederrechtelijk. Produk hukum
Baok Indonesia tidak dapat diterapkan pada krisis saat itn, begitu
pula fasilitas kredit likuiditas melalui fasilitas Diskonto 1.

Memang jelas, ada kekeliruan mendasar yang dilakukan badan
yudikatif dalam  menentukan  unsur “menyalahgunakan
kewenangan” dengan persoalan “staatsbeleid” yang tidak menjadi
kompetensi dari peradilan umum. Selain itu, parameter terbukii
tidaknya unswr “menyalahgunakan kewenangan™ adalah bersifat
alternatif, dengan tetap memberikan eksistensi kebijakan pada Asas
Kecenmatan Subsiantif. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta telah melepaskan tiga mantan Direktur BI dari segala
tuntutan hukum (ontsiag van alfe rechtsvervolging) dan Ir Akbar
Tandjung melalui Patusan Vrijspraak dari Mabkamah Agung
Ne. 572K/Pid/2003, kesemua ini memisahkan alasan-alasan soal
Maieriele Wederrechtelijk dengan Hukum Administrasi Negara.

Dalam kaitan mantan Direkiur BI, pertimbangan Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ne. 143/PID/2003/PT.DKI

tanggal 29 Desember 2003, menyatakan:*®

“Menimbang, bakwa karena terbukti Keputusan Direksi bank Indonesia
tanggal i5 dan 20 September 1997 adalah sebagai Kebijaksanaan
Pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai upaya untuk
menyelamatkan sistem moneter dan Perbankan, maka Pengadilan Tinggi
berpendapat bakwa Pengadilan tidak berhak menilai suatu kebijaksanaan
(beleid) dari Pemerintah Cq. Bank Indonesia, terlepas dari pada apakah
kebijaksanaan tersebut berhasil atau tidak untuk menyelamatkan sistem
moneter atau perbankan atau perekonomian negara”.

Selanjutnya dinyatakan pada hal. 62:

“Menimbang, bahwa walaupun Ferdakwa terbulti melakukan perbuatan
yang didakwakan kepadavya dalam dakwaon Primair, tetapi karena
perbuatan FTerdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana, maka
Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Onstlag van alle
rechtevervolging) ”.

* Kontra Memori Kasasi Terhadap Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi
DKI Jakaita No. 148/PID/2003/PT.DKI tanggal 29 Desember 2003 dan Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2043/PiD.B/2001/PN . Jak.Pst tanggal 1 April 2003.
hal. 32-33.
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Dari pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 2
Quo terbukti adanya “Materiale Feit” berupa Rapat pada 15 dan 20
Agustus 1997 yang menghasilkan sustu Discreation/diskreasi atau
kebijakan/kebijaksanaan Dewan Direksi Bank Indonesia bagi
pemberian dispensasi kliring untuk 18 bank yang mengalami Saldo
debet yang tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, ariinya
unsur “menyalahgunakan wewenang” sebagai bestanddeel delict
tidak terbukti sebagai Strafbare Feit, tetapi sebagi suatu kebijakan
(beleid), karena ielah tepat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui
putusannya menyatakan terdakwa dilepas dasi segala tuntutan
hukum (Onstag Van Alfe Rechisvervolging) berdasarkan alasan
pembenar (Rechits Vaardigingsgronden)

Begitu pula, kaitannya dengan Jr. Akbar Tandjung,
periimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Ne. 572 K/Pid/2003

tanggal 4 Peburari 2004 yang kesimpulannya menya 3
“Menimbang, bahwa berdasarkan fakia-fakia yang terbukti di atas,
Mabkamah Agung berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa 1,
yaitu menerima dana budgeter sebesar Rp 40 milyar kemudian diserabkan
kepada Terdakwa I} umtuk digunakan dalama pengadaan dan penyaluran
sembake untuk masyarakat miskin, bukan merupakan penyalahgunaan
wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa 1 baik selaku
Mensesneg maupun selaku keordinator yang menangani program pengdaan
dan penyaluran sembake fersebut, tetapi merupakan suatu tindakan yang
harus dilakukan oleh seorang Keordinatoi/Mensesneg dalam keadaan
darurat sesuai dengan kewenangan diskresioner yang ada padanya untuk
melaksanakan perintah Presiden sebagai atasannya. Bahwa dalam keadaan
darurat, tentu tidak dapat diharapkan menempuh prosedur dan cara-cara
dalam keadaan normal, terlebnih pula penggunaan prosedur dan cara-cara
dalam keadaan normal, ierlebih pula penggunazan dan pengelolaan Keuangan
Negara dalam beniuk dana non burdgeter hanya diatur oleh apa yang disebut
“konvensi”, tidak seperii halnya keuangan negara dalam bentuk APBN ang
penggunaan dan pengelolaaonya diahur oleh Keppres, misaloya untuk
pengadaan barang oleh pasal 21 sampai dengan 30 dalam Keppres No. 16
Tahun 1999 dan Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana telah
dikemukakan di atas.

*! Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Aguag Republik Indenesia No. 572K/
Pid/2003, Perkara Pidana Kerupsi atas nama Ir. Akbar Tandjung, hal. 207.
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Bagi Prof. DR. RM. Grindro Pringgodigdo, SH; instant
decision yang merupakan kebijakan tersebut, baik wijsheid maupun
overheidsbeleid berupa pengambilan keputusan yang bersifat
pernyataan (tertulis) dan/atan keputusan tertulis atan  lisap
didasarkan atas kekuasaan/wewenang “discretioner” (Discretionary
Power” atan authornity) yang memiliki sesuai azas kecermatan
subtantif/yang masih dalam batas-batas azas-azas umum
pemeriniahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlyk
Besteur). RM. Girindo Pringgodigdo. Kebijaksanaan, Hirarki
Perundang-undangan dan  Kebijakan Dalam  Konteks
Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia

Kewenangan diskresioner seringkali lebih baik dari pada
aturan-aturan teriulis dibuktikan dalam menghadapi suatu hasil dar?
“unique facts and circumiances of particular cases”, babkan
Michael J. Allen dalam bukunya “Cases & Materials on
Constitutional & Administration Law” menyatakan bahwa
“Elimination of all discretionary power is both impossible and
undersirable” (Michael J. Allen Cs. “Cases & Materials on
Constitutionaf & Administration Law” Blackstone Press Limited.
1990, page 155), jadi kewenangan Diskresi adalah dibenarkan
dalam smenghadapi kondisi dari kasus-kasus yang bersifat khusus,
seperti hanya kasus kliring saldo debet maupun kasus dana non
budgeter BULOG c¢q. Ir. Akbar Tandjung.

Dengan demikian kesimpulan bagi Penulis dalam menghadapi
kasus-kasus sebagai diuraikan di atas, dihindari adanya penerapan
fungsi positif dari asas perbuatan melawan hukum materiil yang
sangat subyekiif sifatnya. Dalam tetap menghargai asas legalitas,
pencrapan ajaran perbuatan melawan hukum materiel diharapkan
masih dalam batas-batas peniadaan pidana (alasan pembenar) yang
terbatas sifainya dan melulu pada arab penegakan asas keadilan.
Rancangan KUHP Nasional yang menempatkan asas perbuatan
melawan hukum materiel sebagai norma hukum positif, kelak tidak
akan semudah dalam tataran implementasinya, mengingat akseptasi
asas perbuatan melawan hukum materiel yang mendekatkan diri

* Indriyanto Sene Adji, Op.ci. hal. 16.
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pada asas keadilan akan selalu im paralelitas dengan asas legalitas
(baik dalam pidana umum maupun pidana khusus seperti korupsi).
Namun demikian, apabila prakick telah menerapkannya fungsi
positif dari sifat melawan hukum materiil, setidak-tidaknya dalam
perkara tindak pidana korupsi, haruslah lebih ketat, kondisional,
situasif dan kasusistis penggunaannyva, dengan kriteria serta ukuran
yang jelas, yaitu perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak
memenuhi rumusan delik, dipendang dari segi kepentingan umum
ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi
Masyarakat atau Negara, dibandingkan dengan keuntungan yang
discbabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar peraturan
perundang-undangan.® Menimbulkan kerugian yang jouh tidak
seimbang adalab bahwa pelaku, meskipun iidak melakukan
pelanggaran peraturan yang ada sanksi pidananya, tetapi menerima
fasilitas yang berlebihan serta keuniungan lainnya dengan maksud
agar menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada
jabatannya secara berkelebiban/menyimpang.

Kewepangan diskresioner (“discretionary power”) dari
aparatur Negara, baik perbuatannya dilakukan sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan (kewenangan mengikai) manpun
menyimpangi peraturan perundang-undangan (kewepangan aktif},
dan dilakukan sesaui pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan
yaog Baik, dalam kondisi yang mendesak, urgensi dan atan darurat
sifatnya merupakan  “overheidsbeleid” dalam area Hukum
Administrasi Negara yang tidak menjadi yurisdiksi dan makna
“menyalahgunakan kewenangan” mavpun “melawan hukum”
(formil dan materiil) dalam Hukum Pidana, khususnya tindak
pidana korupsi. Kewenangan Diskzesioner, berupa “beleidvrijheid”
amupun “wijsheid”, yang kadang kala menyimpangi ketentuan
perundang-undangan dapatlah dibenarkan asalkan selaras dengan
maksud ditetapkannya kewenangan atau memang sesual dengan
twjuan akhimya, seswai dengan “doelgerichte” ditetapkan
diskresioner ini.

* Indriyanto Seao Adji, Korupsi dan Hulum Pidana. Ceiskan Kedua. Jakaria:
Kantor Konsuitan Hukum Gemar Sene Adji & Rekan, 2002. hal. 131.
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